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   ABSTRAK :           

- Bahwa untuk dalam rangka evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas, responbilitas, 

kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim riviu 

internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. 

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan ini 

menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) pada Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas penyusunan, evaluasi, dan akuntabilitas laporan kinerja 

instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim yang 

dibentuk bertugas melakukan reviu atas penyusunan LKjIP guna memastikan 

kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta 

pelaporan hasil kinerja organisasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, 

efektivitas, dan efisiensi. Penetapan tim ini menjadi dasar pelaksanaan reviu 

internal dalam rangka mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera 

Selatan 
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